PEMPROV RIAU PROSES PEMBEBASAN LAHAN FLYOVER GARUDA SAKTI
PEKANBARU
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Pembangunan flyover di Simpang Jalan HR Soebrantas - Garuda Sakti, Kota Pekanbaru,
terus mengalami perkembangan. Namun, hingga saat ini proses pembebasan lahan untuk proyek
tersebut masih berlangsung.

Kepala Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau, M Arief Setiawan, melalui Kabid Bina Marga
Teza Dasra menjelaskan bahwa pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp77 miliar
dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Riau tahun 2024 untuk
pembebasan lahan ini.

"Pembebasan lahan flyover Garuda Sakti masih berproses. Kami targetkan selesai paling
lambat Desember 2024, karena penetapan lokasi (penlok) sudah ada," ujar Teza, Jumat.

Lebih lanjut, Teza menjelaskan bahwa awalnya anggaran yang disiapkan hanya Rp20
miliar. Namun, setelah dilakukan penilaian oleh tim appraisal, ternyata dibutuhkan anggaran yang
lebih besar untuk pembebasan 93 persil lahan yang terdampak proyek ini.

"Hasil penilaian tim appraisal menunjukkan bahwa dibutuhkan anggaran Rp77 miliar untuk
pembebasan lahan,"” jelasnya.
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Pemprov Riau telah menerima Surat Keputusan (SK) Penetapan Lokasi (Penlok) dari
Pemerintah Kota Pekanbaru. Lokasi pembangunan flyover ini berada di dua kecamatan, yaitu
Kecamatan Binawidya dan Kecamatan Tuah Madani.

Penetapan letak dan luas tanah lokasi rencana pembangunan flyover itu sendiri berada di
dua kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, yakni Kecamatan Binawidya seluas 4.201,83 m2 dan
Kecamatan Tuah Madani seluas 5.547,34 m2.

Dengan selesainya proses pembebasan lahan, pembangunan fisik flyover ditargetkan akan
dimulai pada tahun 2025 dan diperkirakan akan selesai dalam waktu dua tahun.

"Kami berharap dengan adanya flyover ini dapat mengurangi kemacetan di Simpang Jalan
HR Soebrantas - Garuda Sakti dan meningkatkan konektivitas di wilayah Pekanbaru," ujar Teza.
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Catatan:
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pengadaan Tanah adalah kegiatan
menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil. Tanah untuk
Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan:
a. pertahanan dan keamanan nasional;
b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi
kereta api;
c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
f.  pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
i.  rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
j.  fasilitas keselamatan umum;
k. permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
I. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
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m. cagar alam dan cagar budaya;
kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
0. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan

>

untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk
pembangunan rumah umum dan rumah khusus;

p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

g. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

r. pasar umum dan lapangan parkir umum;

s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha
milik daerah;

t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsar danf atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;

u. kawasan industri yang diprakarsai danlatau dikuasai oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;

v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Fusat,
Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;

w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan

X. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentag Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dijelaskan bahwa Pengadaan Tanah untuk

Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan. masyarakat dengan

tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak.
Pihak yang Berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan

Tanah untuk Kepentingan Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengadaan Tanah untuk

Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah;

b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;

c. Rencana Strategis; dan

d. Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum wajib diselenggarakan oleh

Pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Dalam
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hal Instansi yang memerlukan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum adalah Badan
Usaha Milik Negara, tanahnya menjadi milik Badan Usaha Milik Negara. Pembangunan
untuk Kepentingan Umum wajib diselenggarakan Pemerintah dan dapat bekerja sama
dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Swasta.

Dalam hal bidang tanah tertentu yang terkena Pengadaan Tanah terdapat sisa yang
tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, Pihak yang
Berhak dapat meminta penggantian secara utuh atas bidang tanahnya. Pemberian Ganti
Kerugian dapat diberikan dalam bentuk:

a. uang;

b. tanah pengganti;

c. permukiman kembali;

d. kepemilikan saham; atau

e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak

Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan
kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian
berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian. Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi
dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dimuat dalam berita acara
kesepakatan.

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti
Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri
setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah
penetapan Ganti Kerugian. Pengadilan negeri memutus bentuk danl atau besarnya Ganti
Kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan
keberatan.

Pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan negeri dalam waktu paling lama
14 (empat belas) hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik
Indonesia. Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. Putusan pengadilan negeri/Mahkamah
Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran Ganti
Kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan.

Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk danl atau besarnya Ganti- Kerugian,
tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu, karena hukum Pihak yang Berhak
dianggap menerima bentuk dan besarnya Ganti Kerugian.

Pada saat pemberian Ganti Kerugian Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian
wajib:

Catatan Berita UIDIH BPK Perwakilan Provinsi Riau/YS 4



a. melakukan pelepasan hak; dan
b. menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada
Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan
disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK
Perwakilan Provinsi Riau
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